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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, maka perlu melakukan
penyesuaian dan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Mojokerto
Nomor 60 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Staf Ahli, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) ;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Stat Ahli sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Stat Ahli.

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI.
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Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli tanggal 2
Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 21 ayat 2 setelah huruf y, ditambah 1 huruf baru,
sehingga secara keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan

Pasal21

(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan
perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum,
otonomi daerah dan kerjasama.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama;

b. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan
kerjasama;

c. Pengumpulan bahan perumusan pedoman dan petunjuk
teknis penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan;

d. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan,
konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
urusan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;

e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan hubungan
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dengan
Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota lainnya;

f. Pengumpulan bahan perumusan dan penyusunan
penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota
kepada Camat dan Lurah;

g. Pembinaan pelaksanaan pengisian dan pengumpulan
monografi kelurahan;

h. Pengumpulan bahan perumusan pembentukan,
penghapusan, pemecahan/pemekaran dan penggabungan
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
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i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta
peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan;

j. Pelaksanaan penataan wilayah administrasi Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan;

k. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bagian;
I. Penyusunan RKA;

m. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;

n. Penyusunan PK;

o. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Bagian ;

p. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;

q. Pelaksanaan SPM;

r. Penyusunan bahan dan pelaksanaan SPP dan SOP
Sekretariat Daerah;

s. Pelaksanaan SPI;

t. Pelaksanaan pengukuran IKM dan/atau pelaksanaan
pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

u. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang
penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan
Otonomi Daerah;

v. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website
Pemerintah Daerah;

w. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;

x. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi;

y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Administrasi Pemerintahan;

z. Pengumpulan bahan penyusunan Laporan
(LPPD),Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(ILPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Walikota.
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B. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf i diubah, sehingga secara
keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal23

(1) Sub Bagian Otonomi Daerah melaksanakan tugas pokok
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan
otonomi daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan teknis operasional penataan dan
pengembangan Otonomi daerah;

b. Pelaksanaan fasilitasi harmonisasi antar bidang urusan
pemerintahan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah
provinsi;

c. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah,
DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan instansi terkait
dalam penataan dan pengembangan otonomi daerah;

d. Pengumpulan bahan perumusan pembentukan,
penghapusan, penggabungan, pemecahan dan pemekaran
daerah, kecamatan dan kelurahan;

e. Penyusunan dan perumusan bahan serta pelaksanaan tata
batas wilayah serta nama Kecamatan/Kelurahan;

f. Pelaksanaan penataan wilayah administrasi Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan;

g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD);

h. Penyusunan Informasi Laporan
Pemerintah Daerah (ILPPD);

i. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Walikota;

Penyelenggaraan

j. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang otonomi
daerah;

k. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

I. Pelaksanaan SPM;
m. Pelaksanaan SPP dan SOP;

n. Pelaksanaan SPI;

o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi; dan

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
sesuai tugas pokoknya.
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Pasalll

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah
Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
padatang

SEKRETAJRRlI§=B~W~~.M

,

HARLISTYATI. S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 1986032006

SERITA DAERAH KOTA RTO TAHUN 2019 NOMOR 13/D




